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Pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum di daerah haruslah 
dilakukan melalui mekanisme dan substansi yang telah diatur dalam undang-undang, 
serta memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut serta 
berpartisipasi dalam pembentukannya, karena partisipasi masyarakat dalam 
pembentukan peraturan daerah merupakan wujud dari prinsip demokrasi dan negara 
hukum. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk 
menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis.  Objek penelitian 
ini adalah implementasi pembentukan peraturan daerah yang partisipatif menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Provinsi 
Sumatera Utara. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera 
Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dan Biro Hukum 
Provinsi Sumatera Utara, dengan melakukan wawancara kepada Ketua Komisi A 
DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, Kepala Sub Bagian Pengkajian 
Hukum Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ketua Tim Perancang Perundang-
Undangan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, Kepala Sub Bagian Pengkajian 
Hukum Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang 
bagi masyarakat untuk berpatisipasi dengan memberikan masukan secara lisan 
dan/atau tertulis yang pada praktiknya sudah dilaksanakan akan tetapi belum optimal, 
peraturan daerah yang partisipatif di Provinsi Sumatera Utara juga secara formal sudah 
dilaksanakan akan tetapi secara substansi belum terlaksana dengan baik, dan masih 
ditemukan beberapa hambartan seperti  tidak adanya peraturan daerah yang mengatur 
tentang partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 
rancangan peraturan daerah, kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat pada 
tahapan-tahapan awal pembentukan peraturan daerah, tidak adanya jaminan terhadap 
masukan dari masyarakat terhadap substansi rancangan peraturan daerah yang 
dibentuk, serta tidak adanya konsekuensi hukum apabila tidak melibatkan masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat pada praktiknya sudah dilaksanakan 
akan tetapi belum optimal, disarankan untuk dibentuknya peraturan daerah di Sumatera 
Utara yang mengatur tentang tata cara partisipasi masyarakat, sehingga terdapat 
tanggung jawab moral dalam melakukan pembentukan Pemerintah daerah dan DPRD 
lebih mengutamakan transparansi dalam pembentukan peraturan daerah. 
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